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ABSTRAK 

DINA SEPTIA HAFIFAH (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Anak 

Terlantar Oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

 

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama 

kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 11-

35% per-tahun di Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan 

Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian 

adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar 

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

(2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. 

Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan 

data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data 

sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, 

menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif 

dengan penarikan kesimpulan induktif. 

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum 

oleh DP3A Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum 

sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan 

perlindungan anak dari tindak penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan 

beberapa kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan 

perlindungan anak terlantar oleh DP3A adalah: (a) kurangnya anggaran 

pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari 

DP3A bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum, 

Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban penelantaran sulit 

untuk dibina oleh DP3A dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran 

anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak DP3A. Dukungan dari pemerintah 

daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada DP3A serta kerjasama 

masyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan 

angka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru.  

Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan suatu negara hukum, tentunya kita sebagai Rakyat 

Indonesia sudah tahu akan hal ini karena jelas termaktub dan terlampir dalam 

peraturan perundang-undangan, terkhusus yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum”. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.
1
 

Oleh karenanya, dari pengartian di atas, jika membahas mengenai kehidupan 

bermasyarakat, maka negara harus memberikan perlindungan juga terhadap hak 

asasi manusia.  

 Hak Asasi Manusia atau yang biasanya disebut dengan HAM, tidak ada 

ketentuan mengenai batasan usia yang berlaku untuk memperoleh hal tersebut. 

Orang dewasa, remaja, dan anak-anak, mempunyai hak atas perlindungan hukum 

hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 

Anak-anak merupakan aset berharga keluarga dan negara, yang senantiasa harus 

kita jaga dan lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan juga 

hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
2
  

                                                 
1
 Hamdani Cibro, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Terlantar Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”, dalam Jurnal 

Hukum Kaidah, Vol. 21 No. 3, (2021), h. 387.  
2
 Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam 

Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak”, Dalam de Jure Jurnal Syariah 

dan Hukum, Vol. 5 No. 2, (2013), h. 117.  
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Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa 

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak 

atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak mendapatkan 

perlindungan hukum baik dari tindak kekerasan, diskriminasi, serta hak sipil dan 

kebebasan. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara 

tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak-hak setiap anak tersebut. Dapat 

dikatakan bahwasannya perlindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dari hal-hal yang telah dipaparkan di atas. 

 Sebelum Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan, UUD 1945 telah 

mengatur mengenai perlindungan bagi anak terlebih dahulu. Ketentuan ini 

termaktub pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:  

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

 

 Dengan ini, perlu adanya kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan guna 

melindungi anak.
3
 Perlindungan anak adalah perlindungan yang dilakukan untuk 

menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 

Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang mencakup 

seluruh kegiatan perlindungan dan perlindungan lingkungan hidup.  

 Anak-anak harus dilindungi dari dampak negatif perubahan yang 

berkembang pesat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat. 

                                                 
3
 Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 

Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).  
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Sebagian orangtua yang melakukan perubahan sosial mendasar dalam kehidupan 

bermasyarakat, sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak. Penyimpangan 

tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak dapat 

dikatakan disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.
4
 

 Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, terkait perkara anak terlantar, yang dimaksud dengan anak 

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, 

mental, spiritual, maupun sosial.
5
 Agar anak terlindungi dengan baik, maka 

pemerintah dengan peraturan perundang-undangan dalam jo Pasal 76B 

menyebutkan bahwa, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 

melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan 

penelantaran.
6
 

 Adapun bentuk perlindungan tersebut, merupakan bentuk tanggung jawab 

pemerintah dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak yaitu, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 

jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan bantuan cuma-cuma atau 

pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak 

yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
7
 Selain itu juga, pemerintah dan 

pemerintahan daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan 

rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam suatu lembaga maupun di luar 

                                                 
4
Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “Sistem Peradilan Pidana Anak”, 

(Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 1. 
5
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 297; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 

(6). 
6
 Ibid., Pasal 76B. 

7
 Ibid., Pasal 53 ayat (1). 
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lembaga itu sendiri, yang termaktub pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
8
 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, dapat diketahui bahwa anak-anak perlu dipenuhi kebutuhan secara wajar, 

baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dari pihak pemerintah. Diantarannya 

biaya pendidikan, pelayanan khusus untuk keluarga kurang mampu dan anak yang 

bertempat tinggal di daerah terpencil. Termasuk juga menyelenggarakan 

pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial, baik dari suatu lembaga 

pemerintahan maupun dari luar lembaga pemerintahan.  

 Kenyataannya masih banyak anak yang terlantar, sebagaimana 

diungkapkan oleh Social Development Centre (SDC) Departemen Sosial. Anak 

terlantar adalah anak laki-laki atau perempuan yang menghabiskan sebagian 

waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, yang 

bukan merupakan tempat atau lingkungan yang baik untuk proses pertumbuhan 

anak. Dalam hal kategori anak terlantar sendiri, adalah anak yang berumur 0-18 

tahun.
9
  

 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak berkontribusi besar dalam menangani permasalahan anak 

terlantar di Indonesia, termasuk di kota Pekanbaru, melalui Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekabaru. Program penanganan anak 

terlantar yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

                                                 
8
 Ibid., Pasal 55 ayat (1). 

9
 Nadiya Wanti Anggraini & Dadang Mashur, “Collaborative Governance Dinas Sosial 

Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”, Dalam 

Journal of Social and Policy Issues, Vol. 2 No. 1, (2022), h. 34. 
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Perlindungan Anak pada awalnya memberikan persyaratan terhadap kriteria anak 

telantar terlebih dahulu, yaitu:
10

 

1) Anak Terlantar, adalah anak berusia 0-17 tahun yang karena sebab 

tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena 

beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah 

seorang dari orang tuannya atau kedua-duanya sakit, salah seorang 

atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada 

pengasuh/pengempu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan 

dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.  
2) Siswa SD s/d SMA sederajat, Umur 7 s/d 17 Tahun dengan 

melampirkan surat keterangan Tidak Mampu dari Kepala 

Desa/Kelurahan, Nomor rekening Bank. 

 Berdasarkan kriteria anak terlantar diatas, selanjutnya Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan program terkait 

penanganannya dengan tahapan sebagai berikut:
11

  

1) Pengumpulan data anak terlantar 

2) Penerimaan oleh Dinas Sosial 

3) Memberikan bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak 

terlantar tersebut berdasarkan hasil dari seleksi awal 

4) Dan yang terakhir melampirkan kartu keluarga serta surat keterangan 

tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat. 

 

Adapun data anak terlantar di Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Anak Terlantar di Indonesia 

No Tahun Jumlah Anak Terlantar 

1.  2020 239.290 

2.  2021 64.053 

3.  2022 67.368 

Sumber: Data olahan, Jurnal Media Of Law and Sharia, Tahun 2022. 

 Pada saat ini, kasus mengenai penelantaran anak cenderung mengalami 

penurunan dan peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial pada tahun 

2020 tercatat 239.290 kasus anak terlantar, dan pada tahun 2021 mengalami 

                                                 
10

 Ida Ayu Gede Yudi Sutha, “Penanganan Anak Terlantar”, http://disos.banglikab.go.id/. 

Diakses pada 16 November 2023.  
11

 Ibid. 

http://disos.banglikab.go.id/
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penurunan dengan jumlah 64.053 anak terlantar, sedangkan pada tahun berikutnya 

per-15 Desember 2022, jumlah anak terlantar di Indonesia kembali meningkat 

menjadi 67.368 orang
12

.  

 Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT 

PPA) Kota Pekanbaru, jumlah anak terlantar per-tahun 2021 dapat dilihat dari 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.2  

Jumlah Kasus Kejahatan Kategori Anak 

No Tahun Penelantaran 

1.  2021 26 

2.  2022 35 

3.  2023 39 

4.  Januari-Maret 2024  5  

Sumber: UPT PPA Kota Pekanbaru.
13

 

 

Dapat dilihat dari Tabel 2, bahwasannya kasus dengan kategori 

penelantaran terhadap anak yang tercatat di UPT PPA Kota Pekanbaru cenderung 

meningkat pada periode 2021-2023.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pada anak terlantar dan hambatan 

yang ditemui dalam pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan judul skripsi: “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA 

                                                 
 

12
 Faiz Asmi Permana & Septi Nur Wijayanti, Peran Negara dalam Melindungi Hak 

Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia, dalam Jurnal Media of Law and Sharia, Vol. 3 No. 3, 

(2022), h. 232. 
13

 Data Olahan Anak Terlantar, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak 

Kota Pekanbaru, Pengambilan data, 03 Mei 2024. 
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PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”. 

B. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan 

dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat 

dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menangani 

permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru dan juga untuk mengetahui apakah 

ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru 

terhadap anak terlantar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di 

Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak? 

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar di 
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Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapu rn turjuran dan manfaat yang ingin dicapai pe rnurlis dalam perne rlitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Urnturk merngertahuri perlaksanaan perrlindurngan hurkurm anak terrlantar olerh 

Dinas Permberrdayaan Perrermpuran dan Perrlindurngan Anak Kota Perkanbarur 

berrdasarkan Urndang-Urndang Nomor 35 Tahurn 2014 terntang Perrlindurngan 

Anak  

b. Urnturk merngertahuri hambatan yang dihadapi olerh Dinas Permberrdayaan 

Perrermpuran dan Perrlindurngan Anak Kota Perkanbarur dalam perlaksanaan 

perrlindurngan hurkurm anak terrlantar berrdasarkan Urndang-Urndang Nomor 

35 Tahurn 2014 terntang Perrlindurngan Anak. 

2. Manfaat Penelitian 

 Sersurai derngan pokok pe rrmasalahan yang ada, maka manfaat pe rne rlitian ini 

dapat dibagi me rnjadi dura, yaitu r: 

a. Manfaat Te roritis 

 Pernerlitian ini di harapkan be rrmanfaat se rbagai bahan pe rnerlitian lanjurtan 

bagi pe rnge rmbangan ilmur hurkurm, khursursnya bagi mahasiswa atau r para 

perne rliti yang akan me rlakurkan pe rnerlitian derngan terma yang sama. 

 

 



9 

 

 

 

b. Manfaat Praktis 

 Merlerngkapi syarat gu rna merndapatkan ge rlar Sarjana Hu rkurm di Faku rltas 

Syariáh dan Ilmu r Hurkurm Urniverrsitas Islam Ne rge rri Surltan Syarif Kasim Riaur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Hukum Sebagai Alat Pemberdayaan Manusia 

Hurkurm mermergang perranan pe rnting dalam masyarakat, bahkan 

mermpurnyai be rragam furngsi bagi ke rserjahte rraan masyarakat, gu rna merncapai 

keradilan, ke rpastian hurkurm, kerterrtiban, kermanfaatan, dan turjuran hurkurm lainnya. 

Ne rgara Indone rsia terrmasurk ker dalam Nergara Hurkurm, dan ternturnya hu rkurmlah 

yang me rnapaki tiang terrtinggi dalam pe rlaksanaan pe rnye rlernggaraan Ne rgara. 

Mernurru rt Wirjono Prodjodikoro, Ne rgara hu rkurm be rrarti Ne rgara yang mermiliki 

sergala pe rrlerngkapan, te rrurtama alat-alat perrle rngkapan pe rmerrintah dalam tindakan 

baiknya te rrhadap warga nergara se rrta dalam hu rburngan masing-masing, tidak bolerh 

sermbarangan, te rtapi harurs be rrdasarkan pe rraturran pe rru rndang-urndangan yang 

berrlaku r.
14

 

Istilah pe rmberrdayaan merru rpakan se rburah istilah yang su rdah tidak asing 

lagi dide rngar. Te rrwurjurd dalam be rnturk program ataur ke rgiatan se rcara ke rlermbagaan 

yang dibu rat olerh perme rrintah maurpurn non permerrintah de rngan obje rknya yakni 

manursia. Adapu rn pe rnge rrtian dari pe rmberrdayaan me rnurrurt Wurradji yaitu r, 

permbe rrdayaan adalah serburah prose rs pe rnyadaran manu rsia/masyarakat yang 

dilakurkan se rcara transformatif, partisipatif, dan be rrkersinamburngan merlaluri 

                                                 
14

 Ni‟matul Huda, “Hukum Tata Negara Indonesia”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 

75. 
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perningkatan ke rmampuran dalam mernangani pe rrsoalan dasar yang dihadapi dan 

merningkatkan kondisi hidurp sersurai de rngan harapan.
15

 

Roscoer Pournd me rrurpakan se rorang sarjana yang me rnge rmurkakan 

permikirannya te rrkait terori hu rkurm serbagai alat pe rmberrdayaan manursia. 

Mernggu rnakan konse rp yang dinamakan de rngan “law as tool of social 

erngine rerring”, Pournd mernyatakan bahwa, hu rkurm tidak hanya se rke rdar dapat 

digu rnakan u rnturk merlangge rngkan ke rkurasaan, namurn hurkurm dapat be rrfu rngsi 

serbagai alat re rkayasa sosial (law as tool of social erngine rerring).
16 

Agar dapat me rmernurhi perranannya, Roscoe r Pournd me rmburat pe rnggolongan 

atas ke rpe rntingan-kerpe rntingan yang haru rs dilindurngi ole rh hu rkurm itur se rndiri, yaitur 

serbagai be rrikurt:
17

  

1) Ke rperntingan U rmurm: 

a. Ke rperntingan ne rgara se rbagai badan hu rkurm;  

b. Ke rperntingan ne rgara se rbagai pe rnjaga ke rperntingan masyarakat. 

2) Ke rperntingan Masyarakat: 

a. Ke rperntingan akan ke rdamaian dan ke rte rrtiban;  

b. Perrlindurngan le rmbaga-le rmbaga sosial;  

c. Pernce rgahan ke rmerrosotan akhlak;  

d. Pernce rgahan pe rlanggaran hak;  

e. Ke rserjahterraan sosial. 

3) Ke rperntingan Pribadi: 

a. Ke rperntingan individur; 

b. Ke rperntingan ke rlurarga; 

c. Ke rperntingan hak milik. 

 

Serlaras te rrhadap apa yang dimaksu rd derngan ke rpe rntingan sosial itu r, Pournd 

mernurnjurkkan bahwa hu rkurm dapat difurngsikan jurga se rbagai alat re rkayasa sosial 

                                                 
15

 Aziz Muslim, “Metodologi Pengembangan Masyarakat”, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 

3.  
16

 Lily Rasjidi, “Dasar-Dasar Filsafat Hukum”, (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47. 
17

 Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, “Hukum, Moral, dan Kekuasaan dalam 

Telaah (Hukum adalah Alat Teknis Sosial)”, Dalam Jurnal Fiat Justisia, Vol. 10 No. 4, (2016), h. 

676.  
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gu rna merlindurngi ke rperntingan-ke rperntingan sosial.
18 Te rrciptanya fu rngsi hurkurm 

serbagai alat re rkayasa sosial dalam suratu r masyarakat manapu rn di durnia ini, tidak 

akan me rmburat masyarakat tidak be rrurbah. Masyarakat se rnantiasa merngalami 

perru rbahan, hanya saja ada masyarakat yang pe rrurbahannya pe rsat dan ada purla 

yang lamban. Pe rnye rsuraian diri derngan pe rrurbahan iturlah dikatakan bahwa furngsi 

hurkurm serbagai a tool of ernginererring, mernjadi perre rkayasa sosial, mernjadi alat 

urnturk merngu rbah masyarakat ke r suratur turjuran yang diinginkan be rrsama.
19 

Hal ini me rnurnjurkkan bahwa hu rkurm se rbagai re rkayasa sosial sangat 

diperrlurkan dalam prose rs pe rrurbahan sosial yang terrjadi se rtiap saat dan di mana 

saja, te rrurtama dalam siturasi ke rmajuran yang me rmerrlurkan pe rrurbahan yang re rlatif 

ce rpat. Hurkurm se rbagai alat re rkayasa sosial ini, pada prinsipnya me rrurpakan furngsi 

hurkurm yang dapat diarahkan u rnturk merngu rbah pola-pola terrte rntur dalam suratur 

masyarakat, baik dalam arti me rngokohkan su ratur kerbiasaan me rnjadi se rsu ratur yang 

lerbih diyakini dan le rbih ditaati, maurpurn dalam be rnturk perrurbahan lainnya.
20

 

Hurkurm mermpurnyai ciri yang me rnonjol dalam masyarakat mode rrn saat ini, 

artinya pe rnerrapannya dilakurkan se rcara sadar ole rh masyarakat se rtermpat. Hurkurm 

berrpe rran tidak hanya u rnturk mermperrtergas ke rbiasaan dan pola tingkah lakur yang 

ada pada su ratur masyarakat, te rtapi jurga me rmbimbingnya me rnurjur turju ran yang 

diinginkan, mernghilangkan kerbiasaan yang dianggap su rdah tidak sersurai lagi, 

mernciptakan pola tingkah lakur baru r, dan serbagainya. Hal ini yang ju rga diserburt 

                                                 
18

 Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah”, (Jakarta: 

ELSAM dan HUMA, 2002), h. 47 
19

 Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), h. 79 
20

 Ibid. 
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serbagai pandangan moderrn te rntang hu rkurm itur mernjurru rs kerpada pe rnggu rnaan 

hurkurm serbagai instrurme rn yaitu r law as a tool social ernginere rring.
21

 

Sermakin pernting fu rngsi hurkurm serbagai re rkayasa sosial dalam e rra 

permbangu rnan adalah me rnjadikannya sarana pe rlaksanaan pe rmbangu rnan 

masyarakat. Hal ini didasarkan pada pe rmikiran bahwa hadirnya ke rterrtiban dalam 

permbangu rnan dipandang pe rnting dan sangat diperrlurkan. Serlain itur, hurkurm 

serbagai tata kaidah dapat be rrgu rna u rnturk merngarahkan ke rgiatan masyarakat 

mernurjur turjuran yang dike rherndaki ole rh perru rbahan terrse rburt. Adanya hu rkurm serbagai 

re rkayasa sosial me rnce rrminkan fu rngsi hu rku rm serbagai sarana pe rmaksa yang 

merlindurngi warga masyarakat dari se rgala be rnturk ancaman se rrta perrbu ratan yang 

mermbahayakan dari masyarakat lainnya. 

Serlanjurtnya u rnturk le rbih merne rkankan te rori hurkurm se rbagai alat 

permbe rrdayaan manu rsia, merngu rtip dari Roscoe r Pournd (1930) dalam burkur An 

Introdurction to the r Philosophy of Law. Pournd jurga me rngaku ri bahwa hurkurm 

merrurpakan salah satur alat pernge rndalian sosial (social control), dan bahkan hurkurm 

serlalur mernghadapi tantangan dari pe rrte rntangan ke rperntingan di masyarakat. Pournd 

berru rsaha urnturk mernyu rsurn suratur kerrangka dari nilai-nilai dalam masyarakat yang 

haru rs diperrtahankan ole rh hurkurm di dalam mernghadapi pe rrterntangan ke rperntingan-

kerpe rntingan di dalam masyarakat.
22

 

Merlihat pandangan hu rkurm serbagai alat kontrol sosial manursia, maka 

hurkurm merrurpakan salah satur alat pe rnge rndali sosial. Kontrol sosial merrurpakan 

aspe rk normatif dalam kerhidurpan be rrmasyarakat kare rna kontrol sosial berke rrja 

                                                 
21

 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 206. 
22

 M. Yusuf Yahya & Harwis Alimuddin, “Roscoe Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa 

Sosial”, Dalam Indonesian Journal of Shariah and Justice, Vol. 2 No. 2, (2022), h. 155.  
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urnturk merngaturr tingkah lakur yang me rnyimpang dan akibat-akibat yang 

ditimburlkannya, de rngan mermbernturk berrbagai larangan, turnturtan, serrta pe rmberrian 

ganti ru rgi. 

Hurkurm serbagai alat kontrol sosial berrarti dapat merne rnturkan tingkah lakur 

manursia. Tingkah laku r ini dapat diderfernisikan serbagai sersuratu r yang mernyimpang 

terrhadap atu rran hu rkurm. Serbagai akibatnya, hu rkurm dapat mermberrikan sanksi ataur 

tindakan te rrhadap si pe rlanggar. Ole rh kare rna itur, hurkurm pu rn merne rtapkan sanksi 

yang haru rs diterrima ole rh pe rlakurnya. Hal ini be rrarti bahwa hu rkurm me rngarahkan 

agar masyarakat be rrbu rat sercara be rnar me rnurrurt aturran, se rhingga ke rterntraman dapat 

terrwu rjurd.
23

 

Fu rngsi hu rkurm serbagai alat kontrol sosial dapat berrjalan de rngan baik bila 

terrdapat hal-hal yang merndurkurngnya. Pe rlaksanaan fu rngsi ini sangat be rrkaitan 

derngan mate rri hurkurm yang baik dan je rlas. Serkalipurn hurkurm mermernurhi harapan 

masyarakat dan me rndapat durkurngan, hu rkurm terrse rburt tidak serrta me rrta dapat 

berrjalan de rngan baik tanpa durkurngan aparat pernergak hurkurm yang be rke rrja kerras 

urnturk merne rgakkan pe rlaksanaan hu rkurm. Hal te rrakhir inilah yang se rring 

dikerlurhkan ole rh masyarakat Indone rsia, aparat se rperrtinya dapat dipe rngaru rhi olerh 

urnsurr-urnsurr lain yang se rpaturtnya tidak me rnjadi faktor pe rnerntur, serpe rrti kerkurasaan 

dan mate rri, urnturk gambaran pe rnergak hu rkurm serndiri masih terrke rsan lermah.
24

 

Ne rgara Indone rsia merlaksanakan pe rran hu rkurm serbagai kontrol sosial gu rna 

mernciptakan ke rterrtiban dan ke rdamaian dalam kerhidurpan be rrmasyarakat, tidak 

terrle rpas dari falsafah Pancasila yang me rnghe rndaki terrcapainya ke radilan sosial 

                                                 
23

 Satjipto Rahardjo, “Hukum dan Perubahan Sosial”, (Bandung: Alumni, 1983), h. 35. 
24

 Ali Aspandi, “Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh 

Ketidakpastian”, (Surabaya: LeKSHI, 2002), h. 55.  
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bagi se rlurrurh rakyat Indonersia. Me rnurrurt hurku rm Pancasila, ke radilan sosial harurs 

terrurs merne rrurs diursahakan, derngan kata lain, perranan hurkurm serbagai kontrol sosial 

tidak hanya se rkerdar me rnjaga ke rterrtiban, ke ramanan, dan stabilitas masyarakat, 

tertapi lerbih dari itur, yaitur diarahkan pada cita-cita urnturk merncapai ke rserjahterraan 

masyarakat Indone rsia.
25

 Perran hu rkurm serbagai alat kontrol sosial me rlibatkan 

nergara u rnturk mernjalankannya ju rga. Ole rh kare rna itur, pe rran e rkse rkurtif dan le rgislatif 

dalam mermburat pe rraturran hurkurm mernjadi sangat pernting dan dominan kare rna 

nergara me rmiliki kerwajiban urnturk merlindurngi se rgernap warganya.  

Serlanjurtnya dipe rlopori olerh se rorang ahli be rrnama Mochtar Ku rsurmaatmaja, 

di masa permerrintahan Prersidern Soerharto, di Indonersia perrnah popu rlerr istilah 

hurkurm serbagai alat permbangu rnan (a tool of derve rlopmernt), saat itur serktor hurkurm 

yang sangat diurpayakan ikurt mernsurkserskan pe rmbangu rnan.
26

 Permbangu rnan yang 

dilakurkan ole rh suratur nergara me rrurpakan su ratur ke rniscayaan kare rna derngan 

permbangu rnan terrse rburt kerserjahte rraan masyarakat akan te rrcapai.  

Hurkurm be rrperran dalam me rnge rndalikan pe rmbangu rnan. Pe rranan hu rkurm 

serbagai alat pe rnge rndali permbangu rnan sangat dominan, baik pada masa pe rrsiapan, 

kergiatan produ rksi, maurpurn pe rndistribursian, dan ke rmurdian hasil-hasil 

permbangu rnan terrse rburt diberrikan ke rpada pihak-pihak yang me rmburturhkan.
27

 

 

 

                                                 
25

 Ida Bagus Sudharma, “Kontrol Sosial: Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol Sosial”, 

Dalam Jurnal Vyavahara Duta, Vol. 13 No. 1, (2018), h. 27.  
26

 Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau 

Merekayasa Masyarakat”, Dalam Jurnal Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, (2017), h. 78. 
27

 Dwi Ratna, “Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian 

Nasional ditinjau dari Prinsip Ekonomi Kenyataan”, Dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 26 No. 2, 

(2019), h. 238.  
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B. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak 

Perrlindurngan dalam Kamurs Be rsar Bahasa Indone rsia, merrurpakan 

perlindurng, orang yang merlindurngi, alat u rnturk merlindurngi. Pe rrlindurngan yaitur 

suratur prosers, cara, dan perrburatan me rlindurngi.
28

 Sercara u rmurm, perrlindurngan 

berrarti me rngayomi/me rlindurngi se rsuratur dari sersuratur yang me rmbahayakan, 

misalnya te rrhadap su ratur kerpe rntingan, be rnda, atau r produrk. Le rbih lanjurt, 

perrlindurngan ju rga me rncakurp pe rnge rrtian, pe rrlindurngan yang dibe rrikan se rserorang 

kerpada orang yang le rbih lermah. 

Perrihal pe rrlindurngan hurkurm mernurrurt be rberrapa pe rmikiran para ahli, 

berrbe rda-berda pe rnge rrtian antara satu r derngan yang lain. Pe rndapat pe rrtama yang 

terrturang dari pe rmikiran Satjipto Rahardjo, mermberrikan arti bahwa pe rrlindurngan 

hurkurm yaitur ke rgiatan mermbe rrikan perngayoman terrhadap hak asasi manu rsia yang 

dirurgikan orang lain dan perrlindurngan itur dibe rrikan ke rpada masyarakat agar dapat 

mernikmati sermura hak-hak yang dibe rrikan olerh hurkurm.
29

 Pernge rrtian kerdura 

terrturang jurga gagasan dari C.S.T. Kansil, yang mernye rburtkan bahwa pe rrlindurngan 

hurkurm adalah be rrbagai urpaya hu rkurm yang haru rs diberrikan olerh aparat perne rgak 

hurkurm urnturk mermberrikan rasa aman, baik se rcara pikiran mau rpurn fisik dari 

ganggu ran dan be rrbagai ancaman dari pihak manapurn.
30

  

Tidak jau rh berrberda de rngan pandangan ke rdura ahli di atas, Philipurs M. 

Hadjon me rmbagikan tanggapannya me rnge rnai derfinisi perrlindurngan hurkurm, 

bahwa pe rrlindurngan hurkurm adalah suratur tindakan urnturk merlindurngi atau r 

                                                 
28

 https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 17 November 2023, pukul 20:44 

WIB. 
29

 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, Op. Cit, h. 54.  
30

 C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), h.102. 

https://kbbi.web.id/perlindungan
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mermberrikan pe rrtolongan kerpada su rbjerk hurkurm, derngan me rnggu rnakan pe rrangkat-

perrangkat hu rkurm.
31

 Se rdangkan me rnurrurt Pasal 1 U rndang-Urndang Nomor 23 

Tahu rn 2004 terntang Pernghapu rsan Ke rke rrasan Dalam Rurmah Tangga, arti 

perrlindurngan hurku rm ialah sergala urpaya yang diturjurkan urnturk mermberrikan rasa 

aman ke rpada korban yang dilaku rkan olerh pihak ke rlurarga, advokat, lermbaga 

sosial, kerpolisian, kerjaksaan, pe rngadilan, atau r pihak lainnya baik se rmerntara 

maurpurn be rrdasarkan pe rnertapan pe rngadilan.
32

 

Maka dapat disimpurlkan bahwasannya pe rrlindurngan hu rkurm merrurpakan 

perrlindurngan yang dibe rrikan ke rpada surbjerk hurkurm berrurpa tindakan hu rku rm yang 

berrsifat pre rve rntif (perncergahan) dan re rprersif (permbe rrian sanksi), baik terrturlis 

maurpurn tidak te rrturlis. De rngan kata lain, perrlindurngan hu rkurm merrurpakan 

gambaran fu rngsi hu rkurm, suratur konserp yang de rngannya hu rkurm dapat mermberrikan 

keradilan, ke rterrtiban, ke rpastian, ke rmaslahatan, dan kerdamaian. 

Pada masa erra globalisasi serperrti saat ini, ternturnya tidak dapat dipurngkiri 

bahwa pe rne rgakan hak asasi manu rsia surdah kian be rrkermbang. Perrihal 

perrlindurngan hurkurm terrhadap pe rre rmpuran, te rrlerbih purla jika merlihat stigma 

terrhadap se rksuralitas pe rrermpuran, serpe rrtinya masih kurat dan berrakar dalam burdaya 

berrmasyarakat. Pandangan yang dikotomis terrserburt pada akhirnya me rmburat 

                                                 
31

 Philipus M. Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 2011), h. 10. 

 
32

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara 4419 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. 
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perre rmpuran tidak murdah urnturk dapat merngaksers hak-haknya, baik kertika 

masyarakat mau rpu rn aparat mermposisikannya se rbagai korban ke rjahatan.
33

 

Ke rkerrasan te rrhadap pe rre rmpuran me rrurpakan su ratur pe rristiwa dalam re ralitas 

sosial kerhidurpan. Serlurru rhnya me rru rpakan hasil konstrurksi reralitas sosial burdaya 

masyarakat, dimana kerkerrasan te rrjadi serbagai wurjurd dari nilai-nilai dan burdaya 

patriarki yang ada pada fakta sosial.
34

 Nilai-nilai terrserburt merre rsap ker dalam 

strurkturr sosial masyarakat serhingga me rngu rrangi perran dan ke rdurdurkan pe rre rmpuran, 

mernjadikan pe rre rmpuran berrada pada tingkat paling re rndah. Pandangan dermikian 

berrasu rmsi bahwa ke rkerrasan dibangu rn ole rh suratur pandangan nilai yang me rlahirkan 

atau r mermprodurksi perngertahu ran yang tidak adil terntang pe rran dan ke rdurdurkan 

perre rmpuran.  

Inte rraksi yang te rrjadi di masyarakat antara laki-laki dan pe rre rmpuran se rlalur 

mernge rderpankan simbol-simbol kerkuratan fisik bagi laki-laki, dan pe rrermpuran 

dianggap se rbagai makhlu rk yang le rmah se rhingga banyak pe rre rmpuran yang mernjadi 

korban ke rke rrasan.
35

 Ke rtimpangan hu rburngan antara laki-laki dan pe rre rmpuran 

mernye rbabkan te rrjadinya kasurs ke rkerrasan te rrhadap perre rmpuran, baik di ru rmah, di 

termpat kerrja, mau rpurn di masyarakat pada u rmurmnya. Jernis kerkerrasan ini dapat 

terrjadi dalam berrbagai bernturk, terrmasu rk kerkerrasan fisik, se rksural, erkonomi, 

politik, dan psikologis. Jernis-je rnis ini dapat dilakurkan ole rh individur, ke rlompok, 

atau r bahkan ne rgara.  

                                                 
33

 Anggun Lestari Suryamizon, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan 

Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Dalam Marwah: Jurnal 

Perempuan, Agama, dan Jender, Vol. 16 No. 2, (2017), h. 115. 
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Ke rkerrasan te rrhadap pe rrermpuran be rrdampak pada pe rre rmpuran te rrterntur, 

terrmasu rk perre rmpu ran minoritas, pe rrermpuran dari komurnitas adat, pe rkerrja migran, 

perke rrja ru rmah tangga, pe rrermpuran miskin di pe rrkotaan dan pe rdersaan, anak 

perre rmpuran, pe rrermpuran pernyandang disabilitas, perre rmpuran lanjurt u rsia, dan 

perngu rngsi. Re ralita sosial yang te rrjadi saat ini, masih terrdapat ke rsernjangan di 

bidang hu rkurm, terrmasu rk dalam pe rrsoalan ke rke rrasan te rrhadap Pe rre rmpuran. Tidak 

ada pe rne rgakan hak asasi manursia yang me rmadai merlaluri sisterm perrlindurngan 

hurkurm, terrmasurk perrlindurngan pe rre rmpuran yang me rnjadi korban kerkerrasan. 

Surbstansi, strurktu rr, dan burdaya adalah be rbe rrapa variabe rl yang me rmerngaru rhi 

prose rs pernergakan hu rkurm. Urndang-Urndang Nomor 23 Tahu rn 2004 terntang 

Pernghapu rsan Ke rkerrasan Dalam Rurmah Tangga (PKDRT) adalah salah satur 

urndang-urndang yang saat ini berrlakur.
36

 

Serlain itur, Urndang-Urndang Nomor 13 Tahu rn 2006 terntang Perrlindurngan 

Saksi dan Korban me rmberrikan pe rrlindurngan ke rpada pe rre rmpuran.
37

 Namurn, 

strurkturr sosial me rnimburlkan masalah le rbih lanjurt. Fakta bahwa masyarakat dan 

lermbaga pe rnergak hurkurm merngaku ri kerkerrasan yang dilakurkan terrhadap 

perre rmpuran tidak serpernurhnya me rnce rrminkan permahaman se rnsitif gernde rr, serrta 

dalam berbe rrapa kasu rs, merre rka tidak serpernurhnya mermberrikan durku rngan kerpada 

perre rmpuran yang me rnjadi korban. Se rbagian be rsar orang pe rrcaya bahwa ke rkerrasan 

terrhadap pe rre rmpuran hanya be rrurpa ke rke rrasan fisik. Serringkali tidak diaku ri bahwa 

                                                 
36
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37
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kerke rrasan te rrhadap pe rre rmpuran jurga dapat be rrurpa ke rke rrasan non-fisik, se rperrti 

kerke rrasan psikologis, sosial burdaya, e rkonomi, dan politik.  

Adapu rn bernturk pe rrlindurngan hu rkurm yang dibe rrikan kerpada Pe rrermpuran 

dapat dilhat dari be rrbagai perratu rran be rrikurt ini: 

1) Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Pidana (KU rHP);  
2) Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Acara Pidana (KU rHAP);  
3) Perrnyataan Pe rnghapu rsan Ke rkerrasan Te rrhadap Pe rrermpuran;  
4) Urndang-Urndang Nomor 7 Tahu rn 1984 te rntang Pernghapu rsan Se rgala 

Be rnturk Diskriminasi Terrhadap Wanita; 
5) Urndang-Urndang Nomor 7 Tahurn 1984 mernge rnai Erliminasi Sergala 

Be rnturk Diskriminasi Terrhadap Wanita;  
6) Urndang-Urndang Nomor 13 Tahu rn 2003 Terntang Ke rternagake rrjaan;   
7) Urndang-Urndang Nomor 13 Tahu rn 2006 Te rntang Pe rrlindurngan Saksi 

dan Korban.
38 

Terrciptanya Komisi Nasional anti Ke rke rrasan te rrhadap Pe rre rmpu ran atau r 

Komnas Perre rmpu ran adalah se rburah merkanismer nasional urnturk mermperrbaiki 

perne rgakkan Hak Asasi Manursia pe rre rmpuran Indonersia. Komnas Pe rrermpu ran lahir 

dari pe rrjurangan ge rrakan perre rmpuran Indone rsia dan me rrurpakan re rspon permerrintah 

Indone rsia terrhadap tu rnturtan ge rrakan pe rrermpuran atas tanggu rng jawab ne rgara 

terrhadap pe rristiwa kerkerrasan pe rre rmpuran saat te rrjadinya konflik dan ke rrursurhan 

Meri 1998. 

Prersidern Habibie r merre rsmikan permbernturkan Komnas Perre rmpuran merlaluri 

Ke rpurtursan Pre rsidern Nomor 181 tahu rn 1998, yang ke rmurdian diurbah mernjadi 

Perraturran Pre rsidern Nomor 65 tahu rn 2005.
39

 Permbernturkan Komnas Pe rre rmpuran 

berrdasarkan Pasal 1 Perraturran Pre rsidern Nomor 65 Tahurn 2005 adalah, “Dalam 
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h. 24. 
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 Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia”, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 4, (2015), h. 728. 
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rangka pe rncergahan dan pernanggu rlangan masalah kerke rrasan te rrhadap pe rrermpuran 

serrta pe rnghapu rsan se rgala be rnturk tindak kerke rrasan yang dilaku rkan te rrhadap 

perre rmpuran”.  

Adapu rn turjuran dari Komnas Perre rmpuran se rsurai Pasal 2 adalah u rntu rk: 

a) Mernge rmbangkan kondisi yang kondu rsif bagi pernghapu rsan sergala 

bernturk kerke rrasan te rrhadap pe rrermpuran dan pe rnergakan hak-hak asasi 

manursia pe rrermpuran di Indonersia; 
b) Merningkatkan u rpaya pe rnce rgahan dan pe rnanggu rlangan se rgala be rnturk 

kerke rrasan te rrhadap pe rre rmpuran dan pe rrlindurngan hak-hak asasi 

manursia pe rrermpuran.
40 

Komnas Perre rmpuran jurga merru rpakan suratu r lermbaga ne rgara yang be rrsifat 

tidak terrikat/inderpe rndern. Adapu rn turgas dari Komnas Perre rmpuran sersurai Pasal 4 

Perraturran Pre rside rn Nomor 65 Tahu rn 2005 adalah: 

a) Mernye rbarluraskan pe rmahaman atas se rgala be rnturk kerke rrasan te rrhadap 

perre rmpuran Indone rsia dan u rpaya-urpaya pernce rgahan dan 

pernanggu rlangan se rrta pe rnghapu rsan se rgala be rnturk ke rkerrasan te rrhadap 

perre rmpuran; 
b) Merlaksanakan pe rngkajian dan pe rnerlitian terrhadap berrbagai pe rraturran 

perru rndang-urndangan yang be rrlakur serrta berrbagai instru rmern 

interrnasional yang re rle rvan bagi pe rrlindurngan hak-hak asasi manu rsia 

perre rmpuran;  
c) Merlaksanakan pe rmantauran, te rrmasurk pe rncarian fakta dan 

perndokurme rntasian terntang se rgala be rnturk kerke rrasan te rrhadap 

perre rmpuran dan perlanggaran hak asasi manu rsia perre rmpuran serrta 

pernye rbarlurasan hasil  
d) Permantauran ke rpada pu rblik dan perngambilan langkah-langkah yang 

merndorong pe rrtanggu rngjawaban dan pe rnanganan;  
e) Mermberrikan saran dan perrtimbangan ke rpada perme rrintah, lermbaga 

lergislatif dan yu rdikatif serrta organisasi-organisasi masyarakat gu rna 

merndorong pe rnyu rsurnan dan pe rnge rsahan ke rrangka hu rku rm dan 

kerbijakan yang merndurkurng u rpaya-urpaya pernce rgahan dan 

pernanggu rlangan se rgala bernturk kerke rrasan terrhadap pe rrermpuran 

Indone rsia serrta pe rrlindurngan, pe rnergakan, dan pe rmajuran hak-hak asasi 

manursia pe rrermpuran;  
f) Mernge rmbangkan ke rrja sama re rgional dan intermasional gu rna 

merningkatkan u rpaya-urpaya pe rnce rgahan dan pe rnanggu rlangan se rgala 
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bernturk ke rkerrasan te rrhadap pe rre rmpuran Indone rsia serrta pe rrlindurngan, 

perne rgakan dan pe rmajuran hak-hak asasi manu rsia perre rmpuran.
41 

 
Serlanjurtnya pe rrihal perrlindurngan hu rkurm anak. Mernurru rt Pasal 1 ayat 5 

Urndang-Urndang Nomor 39 tahu rn 1999 te rntang Hak Asasi Manu rsia, pernge rrtian 

anak adalah se rtiap manursia yang be rru rsia di bawah 18 tahurn dan berlurm mernikah, 

terrmasu rk anak yang masih dalam kandu rngan apabila hal te rrserbu rt de rmi 

kerpe rntingannya”.
42

 Urndang-urndang terrse rbu rt merne rkankan bahwa anak-anak 

merncaku rp orang-orang yang be rrursia di bawah 18 tahu rn dan orang-orang yang 

berlurm mernikah (te rrmasurk merre rka yang masih dalam kandu rngan). 

UrNICE rF mernde rfinisikan anak se rbagai pe rndurdurk yang be rrursia 0 sampai 

derngan 18 tahu rn. Be rrdasarkan be rberrapa pe rndapat diatas, maka dapat dinyatakan 

bahwa anak adalah se rserorang yang be rlurm berru rsia 18 tahurn (0-18 tahurn). Sercara 

urmurm apa yang dimaksurd derngan anak adalah kerturrurnan atau r ge rnerrasi serbagai 

suratur hasil dari hurburngan kerlamin ataur perrse rturburhan (se rxural interrcoss) antara 

serorang laki-laki de rngan se rorang pe rrermpuran baik dalam ikatan pe rrkawinan 

maurpurn di lurar pe rrkawinan.
43

 

Pasal 1 ayat (1) U rndang-U rndang Nomor 11 Tahurn 2012 terntang Sisterm 

Perradilan Pidana Anak (SPPA), mernye rburtkan bahwa de rfinisi anak adalah orang 

yang dalam pe rrkara anak nakal terlah merncapai urmurr 8 sampai 17 tahurn dan 

berlurm pe rrnah kawin. Se rlanjurtnya pada Pasal 4 ayat (1) me rnyatakan batas urmurr 
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anak nakal yang dapat diajurkan ke r sidang anak adalah se rkurrang-kurrangnya 8 

tahurn, tertapi be rlurm merncapai u rmurr 18 tahu rn dan berlurm perrnah kawin.
44

 

Ke rdurdurkan serorang anak mernimbu rlkan akibat hurkurm, dilihat dari 

perlaksanaan hurku rm perrdata, akibat hu rkurm terrhadap ke rdurdurkan se rorang anak 

dilihat dari pe rrsoalan-perrsoalan hak dan ke rwajiban. Pe rrmasalahannya merlipurti 

hak asurh orangtura, pe rngakuran sahnya anak, pe rnolakan sahnya anak, pe rrwalian, 

masa pe rnde rwasaan anak, se rrta adopsi. Hu rkurm pidana se rbaliknya, me rnangani 

sergala be rnturk masalah pe rrtanggu rngjawaban pidana. 

Salah satur pe rrtimbangan ditertapkannya U rndang-Urndang Nomor 11 Tahu rn 

2012 te rntang SPPA, bahwa Indone rsia se rbagai ne rgara pihak dalam konve rnsi hak-

hak anak yang me rngatu rr prinsip perrlindurngan hurkurm terrhadap anak me rmpurnyai 

kerwajiban urnturk mermberrikan pe rrlindurngan khursurs terrhadap anak yang 

berrhadapan de rngan hu rkurm.
45

 Terrkadang anak merngalami siturasi surlit yang 

mermburatnya me rlaku rkan tindakan yang me rlanggar hu rkurm. Anak perrlur 

merndapatkan pe rrlindurngan dari dampak nergatif perrke rmbangan pe rmbangu rnan 

yang ce rpat, aru rs globalisasi, serrta pe rrurbahan gaya dan cara hidurp serbagian 

orangtura yang te rlah me rmbawa pe rrurbahan sosial yang me rndasar dalam kerhidurpan 

masyarakat yang sangat berrpe rngaru rh terrhadap nilai dan pe rrilakur anak.
46

  

Serbagaimana te rrturang dalam Pasal 1 ayat (2) U rndang-Urndang Nomor 35 

tahurn 2014 terntang Perrlindurngan Anak, me rmberrikan pe rnge rrtian mernge rnai 
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perrlindurngan anak yaitu r sergala ke rgiatan u rnturk mernjamin dan merlindurngi anak 

dan hak-haknya agar dapat hidurp, turmburh, be rrkermbang, dan be rrpartisipasi, sercara 

optimal sersurai derngan harkat dan martabat kermanursiaan, se rrta merndapat 

perrlindurngan dari ke rkerrasan dan diskriminasi.
47 

Perrlindurngan te rrhadap anak me rstilah diberrikan kerpada se rtiap anak, baik 

dari orangtu ra yang me rrurpakan orang te rrderkat dari anak, ke rlurarga, dan yang paling 

pernting u rnturk merndapatkan kerpastian hurkurm adalah perrlindurngan yang diberrikan 

olerh permerrintahan dan instansi terrkait lainnya. Hal ini akan sangat be rrdampak 

positif gu rna pe rngu rrangan te rrjadinya ke rke rrasan te rrhadap anak.
48

 Urpaya 

perrlindurngan hu rku rm terrhadap anak dapat dimaknai serbagai u rpaya pe rrlindurngan 

hurkurm terrhadap be rrbagai ke rberbasan dan hak asasi anak. Se rrta berrbagai 

kerpe rntingan yang jurga berrhu rburngan de rngan ke rserjahterraan anak. Barda Nawawi 

Arie rf mernyatakan masalah perrlindurngan hu rkurm bagi anak me rncaku rp rurang 

lingku rp yang sangat luras.
49

 

Adapu rn asas-asas dalam perrlindurngan anak yang dike rmurkakan ole rh 

Wirjono Prodjodikoro, dapat diurraikan se rbagai be rrikurt: 

a) Asas Non Diskriminasi: Bahwa se rtiap orang be rrhak atas se rmura hak 

dan ke rberbasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa perrbe rdaan apa pu rn, 

serpe rrti ras, warna ku rlit, jernis kerlamin, bahasa, pandangan politik atau r 

perndapat lain, asal ke rbangsaan dan sosial, harta ke rkayaan atau r 

kerdurdu rkan lain. 
b) Asas Ke rperntingan yang Terrbaik Bagi Anak: Bahwa se rmura tindakan 

yang me rnyangku rt anak yang dilaku rkan olerh pe rmerrintah, masyarakat, 

badan le rge rslatif, dan badan yu rdikatif.  
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49

 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan 

Hukum Pidana”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 15. 



25 

 

 

 

c) Asas Hak U rnturk Hidu rp, Ke rlangsu rngan Hidurp dan Pe rrkermbangan: 

Hak asasi yang paling merndasar bagi anak yang dilindurngi ole rh 

nergara, pe rmerrintah, masyarakat, ke rlurarga, dan orang tu ra. 
d) Asas Pe rnghargaan Te rrhadap Perndapat Anak: Pe rnghormatan atas hak-

hak anak u rnturk u rnturk berrpartisipasi dan me rnyatakan pe rndapatnya 

dalam perngambilan kerpurtursan terru rtama jika mernyangku rt hal-hal yang 

mermperngaru rhi kerhidurpannya.
50 

 
Serorang ahli pe rrlindurngan anak, Pe rterr Ne rwerl mernge rmurkakan be rberrapa 

alasan su rbye rktif dari sisi kerberradaan anak serhingga anak me rmburturhkan 

perrlindurngan, yaitu r: 

1) Biaya u rnturk merlakurkan permurlihan (re rcove rry) akibat dari ke rgagalan 

dalam me rmberrikan pe rrlindurngan anak sangat tinggi. Jaurh le rbih tinggi 

dari biaya yang dike rlurarkan jika anak-anak me rmperrole rh perrlindurngan;  
2) Anak sangat be rrpe rngarurh langsu rng dan be rrjangka panjang atas 

perrbu ratan (action) atau rpurn tidak adanya/dilakurkannya pe rrbu ratan 

(urnaction) dari pe rme rrintah atau rpurn kerlompok lainnya;  
3) Anak se rlalur me rngalami permisahan atau r ke rsernjangan dalam pe rmberrian 

perlayanan pu rblik;  
4) Anak tidak me rmpurnyai hak su rara, dan tidak mermpurnyai ke rkuratan 

loby u rnturk mermperngaru rhi age rnda kerbijakan pe rmerrintah;  
5) Anak pada banyak ke radaan tidak dapat me rngaksers pe rrlindurngan dan 

perntaatan hak-hak anak;  
6) Anak le rbih berre rsiko dalam erksploitasi dan pernyalahgu rnaan.

51 

C. Teori Hak Hukum 

Hurkurm dan hak asasi manursia se rakan-akan se rperrti dura sisi mata u rang 

yang tidak dapat dipisahkan. Hu rkurm, norma, dan aturran me rrurpakan pe rmbinaan 

nilai-nilai kerbaikan dan kerbe rnaran yang be rrturjuran urnturk mernergakkan dan 

merlerstarikan ke rbaikan dan kerbe rnaran itur serndiri. Hak asasi manursia, merrurpakan 

permbinaan nilai-nilai bagi manu rsia serbagai ciptaan Tu rhan dan makhlu rk sosial. 

John Locke r mernyatakan bahwa hak asasi manu rsia adalah hak-hak yang diberrikan 
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langsu rng ole rh Tu rhan Yang Maha Perncipta se rbagai hak yang kodrati. Ole rh kare rna 

itur, tidak ada kerkurasaan apapurn di durnia yang dapat me rncabu rtnya. Hak ini 

sifatnya sangat me rndasar (fu rndamerntal) bagi hidurp dan ke rhidurpan manursia.
52

 

Urndang-Urndang Nomor 39 Tahurn 1999 terntang Hak Asasi Manu rsia, 

mernde rfinisikan arti Hak Asasi Manu rsia yaitu r, serperrangkat hak yang me rlerkat pada 

hakikat dan ke rberradaan manursia serbagai makhlurk Tu rhan Yang Maha Ersa dan 

merrurpakan anu rge rrah-Nya yang wajib dihormati, dijurnjurng tinggi, dan dilindurngi 

olerh ne rgara, hu rkurm, perme rrintah dan se rtiap orang de rmi ke rhormatan se rrta 

perrlindurngan harkat dan martabat manu rsia.
53

 

Urmat manursia me rmiliki hak burkan kare rna diberrikan ke rpadanya ole rh 

masyarakat atau r berrdasarkan hu rkurm positif, merlainkan se rmata-mata be rrdasarkan 

martabatnya se rbagai manursia.
54

 Serbagai ciptaan Turhan, manu rsia se rcara alamiah 

mermiliki hak-hak yang sifatnya kodrati. Hak itur adalah hak u rnturk hidurp, hak 

merlanjurtkan ke rhidurpan, hak me rmurturskan hidu rp, hak be rrpikir, hak be rrpe rndapat, 

hak be rre rkspre rsi, hak urnturk tidak dibe rda-berdakan, hak u rnturk tidak dihinakan, dan 

serterru rsnya. Se rmerntara se rbagai mahlurk sosial, manursia berrhak urnturk serhat, berrhak 

urnturk be rrperndidikan, be rrhak u rnturk be rkerrja, be rrhak atas rasa aman, be rrhak atas 

pernghidu rpan yang layak, be rrhak be rrinte rraksi derngan orang lain, be rrhak atas 

termpat tinggal, be rrhak atas iderntitas, dan masih banyak hak yang lain.
55
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Hak-hak terrse rburt, yang ada se rcara alamiah maurpurn sosial, hanyalah hak 

moral. Hak ini tidak mermpurnyai ke rkuratan pe rlindurng se rlain kerkuratan moral itur 

serndiri. Hak-hak terrse rburt barur akan mermpurnyai kerkuratan hurkurm, jika terlah 

mernjadi norma atau r kaidah hurkurm yang me rmurat perrintah, larangan, dan sanksi. 

Hak asasi manu rsia yang terlah diaturr mernjadi hurkurm akan be rrsifat merngikat dan 

haru rs dihormati, dilindurngi se rrta ditergakkan ole rh aparatu rr ne rgara (polisi, jaksa, 

dan hakim).  

De rngan de rmikian, kaitan hurkurm dan hak asasi manursia mernjadi jerlas. 

Hurkurm merrurpakan atu rran yang me rmiliki kerku ratan mermaksa urnturk mernce rgah dan 

merne rgakkan pe rlanggaran hak asasi manu rsia.
56

 Dari konterks ini, hurkurm hak asasi 

manursia dapat diru rmurskan se rbagai hurkurm yang me rmurat dan me rngaturr hak 

kodrati serrta ke rberbasan hak sosial manursia serbagai makhlu rk Turhan dan makhlurk 

sosial. Mermiliki sifat mermaksa agar ditaati dan jurga me rmpurnyai ke rkurasaan urnturk 

mermberri sanksi ke rpada orang-orang yang me rlanggar hak asasi manu rsia. 

Perlanggaran hu rkurm dan perlanggaran hak asasi manursia se rcara su rbstansial 

sama, sama-sama me rlanggar norma-norma atau r kaidah-kaidah terntang larangan 

merlakurkan ke rjahatan te rrhadap manu rsia, te rrmasurk di dalamnya hak-hak manursia. 

Perncurrian, pe rrampokan, permburnurhan, pernganiayaan, pe rrkosaan, pe rnghinaan, 

pernce rmaran nama baik, dan pe rnipuran adalah tindakan me rlanggar norma-norma 

atau r kaidah-kaidah yang merngaturr te rntang hak-hak manursia.
57

 

Serlanjurtnya, te rrdapat pu rla asas-asas urmurm hak asasi manursia diantaranya 

terrbagi me rnjadi tiga bagian yang paling u rtama, yaitur: 
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a) Perrsamaan di de rpan Hu rkurm: Asas ini mernjadi salah satur se rndi doktrin 

Rurler of Law yang diakuri dalam konse rp Rerchstaat. Pasal 7 De rklarasi 

Urnive rrsal Hak Asasi Manursia (DU rHAM) me rnyatakan bahwa se rmura orang 

sama di hadapan hu rkurm dan be rrhak atas pe rrlindurngan hu rkurm yang sama 

tanpa diskriminasi apapurn. Prinsip pe rrsamaan di de rpan hu rkurm 

merngharu rskan sertiap orang se rbagai manursia maurpurn serbagai 

wargane rgara, wajib diperrlaku rkan sama tanpa ada diskriminasi atau r 

permbe rda-be rdaan be rrdasarkan agama, su rkur, bahasa, warna ku rlit dan 

pilihan politik. 

b) Pradurga Tidak Be rrsalah: Di dalam dokurmern interrnasional, asas pradu rga 

tak be rrsalah ditermurkan dalam Pasal 11 ayat (1) DU rHAM yang 

mernyatakan, “Se rtiap orang yang ditu rdurh merlakurkan pe rrburatan kriminal 

mermpurnyai hak u rnturk dianggap tidak be rrsalah hingga dibu rktikan be rrsalah 

mernurrurt hu rkurm”. 
Hak u rnturk dianggap tidak berrsalah”, yang me rlipurti 8 (derlapan) hak, yaitu r: 

a. Hak u rnturk dibe rritahurkan jernis kerjahatan yang didakwakan;  
b. Hak u rnturk diserdiakan waktu r yang cu rkurp dalam me rmperrsiapkan 

permbe rlaannya dan be rrkomurnikasi derngan pe rnase rhat hurkurmnya;  
c. Hak u rnturk diadili tanpa diturnda-turnda;  
d. Hak u rnturk diadili yang dihadiri olerh yang be rrsangkurtan;  
e. Hak u rnturk didampingi pernase rhat hurkurm jika yang be rrsangku rtan tidak 

mampu r 
f. Hak urnturk diperriksa dan mermerriksa saksi-saksi yang be rrlawan de rngan 

yang be rrsangku rtan;  
g. Hak u rnturk mermperrolerh pernerrje rmah jika diperrlurkan ole rh yang 

berrsangku rtan; 
h. Hak u rnturk tidak mermbe rrikan ke rterrangan yang me rrurgikan dirinya atau r 

hak urnturk tidak dipaksa merngaku ri perrburatannya. 
c) Ke rsertaraan: Ke rsertaraan serbagai satur ke rsaturan dari pe rrsamaan di de rpan 

hurkurm dan non diskriminasi merle rtakkan manu rsia se rbagai su rbjerk hurkurm 

yang sama de rngan manursia lain. Ia haru rs dihormati, dihargai, dilindurngi 

dan dipe rnurhi hak-hak dan ke rberbasannya se rbagai mahlu rk Tu rhan dan 

mahlurk sosial yang se rtara satur sama lain.
58 

 

Perrihal pe rmernurhan hak anak se rndiri merru rpakan suratur tanggu rng jawab 

orang tu ra terrhadap kerse rjahterraan anak, me rlipurti kerserhatan, pe rndidikan, 

permbinaan atau r pe rmbernturkan ke rpribadian, hal ini lah yang me rrurpakan timburlnya 

                                                 
58

 Ibid, h. 18-22.  



29 

 

 

 

hak-hak anak.
59

 Anak-anak me rmpurnyai hak asasi manursia yang sama yang 

merlerkat dan tidak dapat dipisahkan dari serlurru rh anggota manursia. Hak-hak anak 

merrurpakan sarana u rnturk merlindurngi anak dari kerke rrasan, diskriminasi dan 

bernturk-be rnturk perrlaku ran salah lainnya. 

Mernurru rt Pasal 13 ayat (1) U rndang-Urndang Nomor 35 Tahu rn 2014 terntang 

Perrlindurngan Anak, se rlurrurh anak yang be rrada dalam perngasu rhan orangtu ra, wali, 

atau r pihak lain yang be rrtanggu rng jawab atas pe rngasu rhan me rrerka, be rrhak urnturk 

dilindurngi dari pe rrlaku ran: 

a. Diskriminasi  
b. Erksploitasi, baik erkonomi maurpurn sosial  
c. Pernerlantaran  
d. Ke rkerjaman, ke rkerrasan, dan pe rnganiayaan  
e. Ke rtidakadilan, dan  
f. Perrlakuran salah lainnya

60 

Ada 31 hak anak yang disarikan dari U rndang-U rndang Nomor 35 Tahu rn 

2014 terntang Pe rrlindurngan Anak, yaitur: 

a. Hak u rnturk: 

1. Be rrmain; 

2. Be rrkre rasi; 

3. Be rrpartisipasi; 

4. Be rrhurburngan de rngan orangtu ra bila terrpisahkan; 

5. Merlakurkan ke rgiatan agamanya; 

6. Be rrkurmpurl; 

7. Be rrse rrikat; 

8. Hidurp derngan orangtura; 

9. Ke rlangsu rngan hidu rp, turmburh, dan be rrkermbang.  

 

b. Hak u rnturk me rndapatkan: 

10. Nama dan ide rntitas; 

11. Ajaran agama; 

12. Ke rwargane rgaraan; 

13. Perndidikan; 

14. Informasi; 
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15. Standar ke rserhatan paling tinggi; 

16. Standar hidurp yang layak. 

c. Hak u rnturk me rndapatkan perrlindurngan: 

17. Pribadi; 

18. Dari tindakan/pe rnangkapan se rwernang-we rnang; 

19. Dari pe rrampasan ke rberbasan; 

20. Dari pe rrlaku ran kerjam, hurkurman, dan pe rrlakuran tidak manu rsiawi; 

21. Dari siksaan fisik dan non fisik; 

22. Dari pe rncurlikan, pe rnjuralan, dan pe rrdagangan atau r trafficting; 

23. Dari e rksploitasi serksural; 

24. Dari e rksploitasi/pernyalahgu rnaan obat-obatan; 

25. Dari e rksploitasi perkerrja anak; 

26. Dari e rksploitasi serbagai kerlompok minoritas/kerlompok adat 

terrpe rncil; 

27. Dari pe rmandangan/ke radaan yang me rnurru rt sifatnya be rlu rm layak 

urnturk dilihat olerh anak; 

28. Khu rsurs dalam siturasi ge rnting/daru rrat; 

29. Khu rsurs serbagai pe rngu rngsi/orang yang te rrursir/terrgursurr; 

30. Khu rsurs jika merngalami konflik hurkurm; 

31. Khu rsurs dalam konflik be rrse rnjata atau r konflik sosial.
61

 

Ke rwajiban anak se rndiri, terrtu rang di dalam U rndang-Urndang Nomor 23 

Tahu rn 2002, serbe rlurm digantikan de rngan U rndang-U rndang Nomor 35 Tahurn 2014 

terntang Pe rrlindurngan Anak, yang me rlipurti: 

1. Mernghormati orang tu ra,  
2. Merncintai ke rlurarga, masyarakat dan me rnyayangi terman.  
3. Merncintai tanah air, bangsa dan ne rgara.  
4. Mernurnaikan ibadah se rsurai de rngan ajaran agamanya.  
5. Merlaksanakan e rtika dan akhlak yang mu rlia.

62 

D. Penelitian Terdahulu 

Gurna me rmberrikan perrbandingan te rrhadap perne rlitian ini, berberrapa 

perne rlitian yang te rlah terrle rbih dahurlur dilakurkan sercara tidak langsu rng dapat 

dijadikan re rfe rrernsi, perne rlitian-perne rlitian terrserburt adalah: 
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63

 

Be rrdasarkan pe rne rlaahan terrhadap pe rnerlitian terrdahurlur be rlurm ada skripsi 

yang se rcara khursu rs mermbahas terntang pe rrlindurngan hu rkurm yang dibe rrikan olerh 

Dinas Permberrdayaan Perre rmpuran dan Pe rrlindurngan Anak te rrhadap anak korban 

terrlantar di Kota Pe rkanbarur. Bisa dilihat pada ju rdurl pe rrtama bahwasannya perne rliti 

merlihat perran KPAI dae rrah te rrhadap anak te rrlantar, yang mana foku rsnya pada 

instansi KPAI dan dite rliti di dae rrah Kabu rpatern Ku rantan Singingi. 

Jurdurl kerdu ra pu rn jurga hampir sama de rngan jurdurl pe rrtama, sama-sama 

merlihat perlaksanaannya, urnturk jurdurl kerdura ini terrfoku rs pada dinas sosial yang 

mernangani anak te rrlantar terrse rburt, dan dapat dilihat se rcara langsu rng bahwasannya 

jurdurl kerdura me rnggu rnakan dasar hu rkurm yang berlurm diperrbaharu ri, yakni UrU r 

Nomor 23 Tahu rn 2003. Serdangkan urnturk ju rdurl kertiga, me rngambil fokurs pada 

dinas sosial dan pe rmakaman yang ada di kota Perkanbaru r, de rngan dasar hurkurm 
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yang jurga be rrbe rda de rngan jurdurl pe rnurlis, yakni mernggu rnakan dasar hurkurm 

berrdasar Pasal 34 ayat (1) U rUrD 1945. 

Serdangkan u rnturk pernerlitian terrdahu rlur yang ju rga sama-sama terrfoku rs pada 

perrlindurngan hu rkurm korban anak te rrlantar yang dilaksanakan ole rh Dinas 

Permberrdayaan Pe rrermpuran dan Pe rrlindurngan Anak Kota Pe rkanbaru r, walau r pernurlis 

jurga me rnerliti di termpat yang sama, masih ada perrbe rdaan yang me rndasar antara 

perne rlitian yang akan pernurlis laksanakan de rngan perne rlitian terrdahu rlur, yaitur 

terrle rtak pada perrbandingan yang akan pe rnurlis lakurkan. Pernurlis merlanjurtkan 

perne rlitian terrdahu rlur de rngan cara me rmbandingkan kinerrja dinas te rrkait dari tahurn 

lalur de rngan tahu rn serkarang, apakah program yang me rrerka te rrapkan te rlah e rferktif 

terrhadap pe rlaksanaan pe rrlindurngan hu rkurm anak terrlantar Me rlihat apakah pada 

tahurn ini, adanya program barur yang dilaksanakan terrkait permbahasan pe rnerlitian, 

yang bisa saja be rlu rm diterrapkan di tahu rn lalur. 

 

 

 

 

 

 



33 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jernis perne rlitian yang digurnakan adalah me rtoder perne rlitian hurkurm ermpiris. 

Pernerlitian hurkurm ermpiris merrurpakan suratu r pernerlitian yang be rrdasar pada re ralitas 

atau r kernyataan yang te rrjadi dalam ke rhidurpan berrmasyarakat. Alasan perne rliti 

merngambil jernis pe rnerlitian hu rkurm ermpiris kare rna pe rnerlitian ini akan dilakurkan 

derngan me rlihat asperk hurkurm dalam suratu r perratu rran yang ke rmurdian akan 

dihurburngkan de rngan ke rnyataan yang te rrjadi dalam perlaksanaan pe rrlindurngan 

hurkurm yang dilakurkan olerh Dinas Permberrdayaan Perrermpuran dan Perrlindurngan 

Anak Kota Pe rkanbaru r terrhadap anak te rrlantar be rrdasarkan U rndang-U rndang 

Nomor 35 Tahu rn 2014 terntang Pe rrlindurngan Anak.  

Pernerlitian hurkurm e rmpiris ini berrtitik tolak dari data prime rr yang 

didapatkan pe rrlur te rrjurn sercara langsu rng de rngan merlaluri pe rnerlitian langsurng dari 

lapangan u rnturk merlihat sisi sosiologis dari pe rrmasalahan yang akan diterliti.
64

 

Pernerlitian berrsifat de rskriptif, yaitu r mernggu rnakan perratu rran perru rndang-u rndangan 

yang be rrkaitan derngan terori-te rori hurkurm yang me rnjadi objerk pernerlitian. 

De rmikian jurga hu rkurm dalam pe rlaksanaannya di dalam masyarakat yang 

berrke rnaan de rngan pe rnerlitiannya.
65
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B. Pendekatan Penelitian 

Pernderkatan pe rnerlitian yang digu rnakan dalam mertode r ermpiris ini adalah 

derngan me rlaksanakan iderntifikasi hurkurm, yaitur me rnilai dampak hurkurm dan 

merngu rngkapkan ke rse rnjangan antara ide ralismer hurkurm dan re ralitas sosial.
66

 

C. Lokasi Penelitian 

Adapu rn lokasi pernerlitian yang akan dilaksanakan yaitu r di Dinas 

Permberrdayaan Pe rrermpuran dan Pe rrlindurngan Anak (DP3A) Kota Pe rkanbaru r, 

berrlokasi di Jl. Abdurl Rahman Hamid, Kerlurrahan Tu rah Nerge rri Kercamatan 

Ternayan Raya-Perkanbarur, me rlaluri Urnit Perlaksana Te rknis Perrlindu rngan 

Perre rmpuran dan Anak (U rPT PPA) Kota Pe rkanbaru yang be rralamat di Jl. Tiurng 

Nomor 56, Kampu rng Merlayu r, Surkajadi, Pe rkanbaru r, Riaur, derngan koder pos 

28122. DP3A melalui UPT PPA me rrurpakan salah satu r contoh le rmbaga dalam 

pernanganan kasu rs kerjahatan yang me rnimpa perrermpu ran dan anak, be rrbasis di 

dae rrah provinsi mau rpurn kaburpate rn atau r kota. DP3A be rrdiri gu rna dapat mermbantur 

korban, baik pe rre rmpuran dan anak u rntu rk kermbali merndapatkan hak-hak merre rka 

yang te rlah direrburt olerh orang-orang yang tidak be rrtanggu rng jawab. 

D. Populasi dan Sampel 

a. Popurlasi 

Popurlasi yaitur kerserlurru rhan dari surbjerk yang akan diterliti. Popurlasi 

jurga me rrurpakan wilayah ge rne rralisasi yang me rmiliki kurantitas dan 

karakte rristik terrterntur, ditertapkan ole rh pernerliti urnturk diperlajari dan kermurdian 
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ditarik ke rsimpurlannya.
67

 Popurlasi dalam pe rnerlitian ini adalah pe rgawai Dinas 

Permberrdayaan Pe rrermpuran dan Perrlindurngan Anak merlaluri Urnit Perrlindurngan 

Perre rmpuran dan Anak Kota Perkanbaru r.  

b. Samperl 

Samperl yaitur bagian dari popurlasi yang me rnjadi objerk pernerlitian. 

Terknik pe rngambilan samperl yang digu rnakan dalam pe rnerlitian ini adalah 

Purrposive r Sampling, yaitur terknik perngambilan data derngan pe rrtimbangan 

terrte rntur. Digu rnakan apabila jurmlah sampe rl dalam popurlasi ke rcil atau r serdikit, 

cara pe rne rnturannya adalah pe rnerliti terlah me rnernturkan/mernurnjurk se rndiri samperl 

dalam perne rlitiannya.
68

 Hal ini berrarti, perngambilan samperl sercara pu rrposiver 

sampling yang te rlah diturnjurk mermiliki ciri-ciri dan karakte rristik khursu rs sersurai 

derngan tu rjuran pe rnerlitian dan me rngarah pada data yang dibu rturhkan. Dimana, 

karakte rristik urnturk pernerlitian ini hanya te rrfokurs pada para pe rgawai yang 

berrada di bagian pe rrlindurngan anak yang be rrkaitan de rngan pe rnanganan anak 

terrlantar.  

Adapu rn samperl dalam pe rnerlitian ini dapat dilihat pada Tabe rl 3. berrikurt ini. 
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Tabel 1.3 

Populasi dan Sampel 

No Responden Populasi Sampel Presentase 

1.  Ke rpala Urnit 

Perlaksana Te rknis 

PPA Kota 

Perkanbaru r 

1 Orang 1 Orang 100% 

2.  Kasu rbag Tata 

Ursaha U rnit 

Perlaksana Te rknis 

PPA Kota 

Perkanbaru r 

1 Orang 1 Orang 100% 

3.  Staff 

Perrlindu rngan 

Perre rmpuran dan 

Anak Kota 

Perkanbaru r 

8 Orang 4 Orang 50% 

Jumlah 10 Orang 6 Orang  

Surmbe rr: Olahan data pe rnerlitian 2024. 

 

E. Data dan Sumber Data 

a. Data Prime rr 

Data yang didapatkan se rcara langsu rng dari pihak-pihak yang te rrlibat 

dalam pe rrmasalahan pe rrlindurngan hu rkurm terrhadap anak te rrlantar khu rsursnya 

di Kota Pe rkanbaru r. Adapurn pihak yang te rrlibat yaitu r pe rgawai Dinas 

Permberrdayaan Pe rrermpuran dan Pe rrlindurngan Anak me rlaluri Urnit Perlaksana 

Terknis Perrlindurngan Pe rrermpuran dan Anak Kota Perkanbaru r.  

b. Data Se rkurnderr 

Data se rkurnderr me rrurpakan surmberr data pe rnerlitian yang dipe rrole rh 

perne rliti sercara tidak langsurng. Data yang didapatkan berrasal dari bahan-bahan 

hurkurm yang me rmberri pernjerlasan me rnge rnai data prime rr. Perne rlitian 

merndapatkan data yang surdah jadi yang diku rmpurlkan ole rh pihak lain de rngan 

berrbagai cara atau r mertoder baik se rcara kome rrsial maurpurn non komerrsial. 
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Misalnya, bu rkur-burkur, terks, jurrnal, pe rraturran perru rndangan, dan lain 

serbagainya.
69

 Data se rkurnderr dapat dipe rrole rh merlaluri: 

1) Bahan Hu rkurm Primerr 

Bahan hu rkurm primerr adalah bahan-bahan hu rkurm yang be rrsifat 

merngikat, be rrurpa Perratu rran Perrurndang-Urndangan serperrti Urndang-Urndang 

Dasar Ne rgara Re rpurblik Indonersia 1945, Urndang-Urndang Nomor 35 Tahu rn 

2014 Te rntang Pe rrlindurngan Anak, dan U rndang-Urndang Nomor 11 Tahu rn 

2012 Te rntang Sisterm Perradilan Pidana Anak. 

2) Bahan Hu rkurm Serkurnderr 

Bahan hu rkurm serkurnde rr adalah bahan hu rkurm yang dipe rrole rh 

merlaluri bahan-bahan laporan dan doku rmern lain yang te rlah ada 

serbe rlurmnya se rrta mermiliki hurburngan e rrat derngan masalah yang dibahas 

dalam perne rlitian. Bahan hurkurm serkurnderr merlipurti hasil karya ilmiah dan 

perne rlitian yang re rlervan terrkait pe rne rlitian ini, terrmasurk diantaranya skripsi, 

tersis, diserrtasi, jurrnal-jurrnal hu rkurm, dan burkur yang be rrkaitan de rngan 

masalah yang dite rliti.   

3) Bahan Hu rkurm Terrsie rr 

Bahan hu rkurm terrsierr adalah bahan hurkurm yang mermberri perturnjurk 

terrhadap bahan hu rkurm primerr dan bahan hu rkurm serkurnde rr yang le rbih 

dikernal derngan nama bahan acu ran bidang hu rkurm ataur bahan rurjurkan 

bidang hu rku rm. Serperrti kamurs u rmurm dan we rbsiter serpanjang me rmurat 

informasi yang re rle rvan.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Terknik pe rngu rmpurlan data yang digu rnakan yaitur de rngan me rlakurkan 

perngamatan langsu rng ke r lapangan dan yang akan mernjadi objerk pernerlitian. Maka 

dari itur, urnturk mermperrolerh data yang di perrlurkan, pernerliti mernggu rnakan terknik 

perngu rmpurlan data se rbagai be rrikurt: 

a. Wawancara 

Dalam pe rngu rmpurlan data primerr urnturk perne rlitian ini, terknik yang 

digu rnakan adalah wawancara, yaitur de rngan me rlakurkan interraksi langsurng 

antara pe rnerliti dan re rspondern pe rgawai Dinas Pe rmberrdayaan Pe rre rmpuran dan 

Perrlindurngan Anak Kota Perkanbaru r urnturk merngertahu ri hal-hal apa saja yang 

akan me rre rka laku rkan te rrhadap u rpaya pe rrlindurngan hu rkurm yang dibe rrikan 

kerpada anak te rrlantar, agar ke rde rpannya hal-hal se rperrti ini dapat diatasi de rngan 

baik. Serrta mernge rtahuri jurga hambatan-hambatan yang dialami dinas te rrkait 

terrhadap pe rnanganan kasurs anak te rrlantar. 

b. Obse rrvasi  

Obse rrvasi merrurpakan salah satur cara yang site rmatik dan serle rktif dalam 

merngamati dan me rnderngarkan fe rnomerna atau r interraksi yang te rrjadi. Dalam 

hal ini pernerliti tidak terrlibat sercara langsu rng te rntang bagaimana pe rrlindurngan 

hurkurm yang dibe rrikan Dinas Permberrdayaan Perre rmpuran dan Perrlindurngan 

Anak Kota Pe rkanbaru r terrkait kasu rs anak te rrlantar di Kota Pe rkanbaru r. Namurn, 

perne rliti merlaku rkan pe rngamatan se rcara langsu rng. 
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c. Dokurmerntasi 

Dokurmerntasi adalah suratur ke rgiatan me rngu rmpurlkan data te rrturlis 

maurpurn perngambilan gambar se rtiap momern yang merngandu rng pe rnje rlasan dan 

kerte rrangan se rrta permikiran terntang fe rnomerna yang masih aktu ral dan sersurai 

derngan masalah pe rnerlitian.  

G. Analisis Data 

Analisis data yang pe rnurlis laksanakan pada pe rnerlitian ini mernggu rnakan 

analisis kuralitatif, di mana pernurlis tidak hanya mernganalisa data se rkurnderr, te rtapi 

jurga me rnganalisa data primerr dari hasil pe rnerlitian lapangan (fie rld re rserarch).  

Mertoder analisis kuralitatif yang pe rnu rlis gu rnakan dilihat dari apa yang 

dinyatakan re rspondern sercara te rrturlis maurpu rn sercara lisan, ke rmurdian dicatat 

berrdasarkan fakta yang ada di lapangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Be rrdasarkan hasil pe rnerlitian, dikertahu ri bahwa perlaksanaan pe rrlindurngan 

hurkurm terrhadap anak terrlantar ole rh Dinas Permberrdayaan Pe rre rmpu ran dan 

Perrlindurngan Anak (DP3A) Kota Pe rkanbaru r berlurm serpernurhnya be rrjalan derngan 

optimal. Dalam pengujian peraturan yang berlaku, dilihat pada pasal 53 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa 

pemerintah maupun pemerintah daerah belum mencukupi anggaran terhadap 

pelayanan rujukan di Rumah Aman bagi anak korban penelantaran. Pelayanan 

rehabilitasi oleh konselor psikologi masih minim diterima oleh korban karena 

kurangnya tenaga ahli. Serta pihak DP3A merlaluri UrPT PPA kurrang ce rpat tanggap 

dalam mermbe rrikan merkanismer serte rlah merndapati perngadu ran dari perlapor. 

Perlaksanaan prose rs perngadu ran yang dilaku rkan olerh pe rlapor terrkait kasurs 

perne rlantaran anak ce rnde rrurng me rmakan waktu r yang lama.  

Adapu rn faktor pernghambat yang te rrjadi dalam perlaksanaan pe rrlindurngan 

hurkurm terrhadap anak terrlantar ole rh DP3A Kota Perkanbaru r kare rna minimnya 

surmberr daya manu rsia urnturk pe rlaksanaan ke rgiatan lapangan, te rrbatasnya jurmlah 

pergawai konse rlor hurkurm, konselor psikologi dan perturgas asse rssmernt. Kermurdian, 

saat anak korban pe rnerlantaran su rlit urnturk dibina ole rh pihak DP3A, se rrta tidak 

murdahnya pe rnindak lanjurtan prose rs pe rrlindurngan hurkurm yang akan dibe rrikan jika 

kertidakse rdiaan orangtu ra maurpurn kerrabat u rnturk mernermpatkan anak korban 

perne rlantaran yang dilakurkan ole rh merre rka pada Rurmah Aman, te rrakhir jurga 



59 

 

 

 

diserbabkan saat pe rlapor yang me rmberrikan pe rngaduran terrkait kasurs pernerlantaran 

anak me rnjadi tidak pro-aktif derngan pihak DP3A. 

B. Saran 

Agar pe rlaksanaan pe rrlindurngan hu rkurm terrhadap anak te rrlantar ole rh Dinas 

Permberrdayaan Pe rre rmpuran dan Pe rrlindurngan Anak (DP3A) me rlaluri Urnit 

Perlaksana Te rknis Perrlindurngan Pe rre rmpuran dan Anak (U rPT PPA) Kota Perkanbarur 

agar be rrjalan le rbih baik lagi, pe rnurlis mermiliki berberrapa saran: 

1.  Bagi DP3A dan U rPT PPA kota Perkanbaru r yang paling urtama agar dapat 

mermbangu rn ke rderkatan kerpada orangtu ra maurpurn kerrabat anak korban 

perne rlantaran jika ada, dan masyarakat se rkitar bahwa DP3A me rlaluri UrPT PPA 

Kota Pe rkanbaru r siap se rdia me rlayani me rrerka yang me rmpurnyai pe rngadu ran. 

Mermberrikan sosialisasi terrburka bagi masyarakat awam agar le rbih aktif ikurt 

serrta dalam pe rlaksanaan perrlindurngan hu rkurm kasurs pe rnerlantaran te rrhadap 

anak be rrsama de rngan DP3A. Kermurdian ju rga dapat mermbernturk pe rrlindurngan, 

bimbingan konse rling, serrta banturan hurku rm bagi anak korban pe rnerlantaran 

lerbih kurat lagi. Me rmbangu rn purla ke rakraban de rngan anak korban pe rnerlantaran 

sercara kompe rtern. 

2. Bagi Pe rmerrintah dae rrah diharapkan dapat me rningkatkan sarana dan prasarana 

terrurtama me rnambahkan je rnis kerndaraan ope rrasional yang me rndurkurng 

kergiatan-kergiatan dilapangan se rrta dapat jurga merningkatkan anggaran gurna 

perningkatan ku ralitas perlayanan bagi ope rrasional Rurmah Aman dan Panti 

Asurhan Ne rgara. Me rngadakan pe rlatihan khursurs atau r merningkatkan kapasitas 

kerpada para pe rturgas, dan jurga me rningkatkan te rnaga ahli yang me rmurmpurni di 
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bidangnya se rperti dalam bidang konse rlor hurkurm dan perturgas asse rsmernt 

serhingga pe rlayanan te rrhadap korban dapat be rrjalan derngan baik. 

3. Serrta masyarakat diharapkan urnturk sermakin aktif dalam pe rmernurhan hak-hak 

perre rmpuran dan anak te rrurtama dalam kasu rs perne rlantaran anak u rnturk langsurng 

merlaporkan ke rpada pihak yang be rrwajib. 
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No Jenis Data Halaman 

1.  Wawancara ru rmursan masalah pe rrtama, Bagaimana 

perlaksanaan pe rrlindurngan hu rku rm di Dinas 

Permberrdayaan Perre rmpuran dan Perrlindurngan Anak Kota 

Perkanbaru r terrhadap anak terrlantar di Kota Perkanbaru r 

berrdasarkan U rndang-Urndang Nomor 35 Tahu rn 2014 

terntang Pe rrlindurngan Anak? 
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a. Wawancara Ibu r Ria Dina Srikadarini se rlakur 

kerpala U rnit Perlaksana Te rknis Perrlindurngan 

Perre rmpuran dan Anak Kota Perkanbaru r 

1) Apa pe rnge rrtian atau r kriterria dari anak 

terrlantar me rnurrurt DP3A ataur perndapat Ibu r 

serndiri? 

2) Bagaimana pe rlaksanaan prose rdurr 

perrlindurngan hurkurm terrhadap anak te rrlantar 

yang dilaksanakan DP3A me rlaluri UrPT PPA 

Kota Perkanbaru r? 

3) Bagaimana me rkanismer anak korban 

perne rlantaran dapat sampai pada layanan 

rurmah aman? 

b. Wawancara Ibu r Rursita serlaku r kerpala su rb bagian 

tata ursaha perrlindurngan perre rmpuran dan anak 

Kota Perkanbaru r 

1) Apa de rfinisi atau r kriterria anak te rrlantar 

mernurrurt pe rndapat Ibu r? 

2) Bagaimana pe rlaksanaan perrlindurngan hu rkurm 

yang dibe rrikan DP3A te rrhadap anak te rrlantar 

jika anak terrlantar se rjak awal surdah hidurp 

serbatang kara tanpa me rmiliki sosok orangtu ra 

maurpurn ke rrabat de rkat? 

c. Wawancara Pe rgawai Perrlindu rngan Pe rrermpuran 

dan Anak Kota Pe rkanbarur 

1) Ibu r Rizqah Zikrillah Aurlia se rlakur konserlor 

hurkurm pe rrlindurngan pe rre rmpuran dan anak 

Kota Perkanbaru r 

a) Apa krite rria dari anak terrlantar me rnurru rt 

DP3A dan me rnurrurt Ibu r? 

b) Bagaimana cara me rlaporkan pe rngadu ran 

kerpada pihak DP3A jika terrjadinya kasu rs 

perne rlantaran te rrhadap anak? 

c) Bagaimana me rkanismer pe rrlindurngan 

hurkurm yang diberri DP3A merlaluri UrPT  

PPA ini terrhadap anak korban 

perne rlantaran? 

2) Ibu r Riska Dwi Wahyurni serlakur perturgas 

assersme rnt perrlindurngan perre rmpuran dan anak 
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Kota Perkanbaru r 

a) Apa pe rnge rrtian dari anak te rrlantar 

mernurrurt Ibu r serndiri? 

3) Ibu r Yu rli Purrnama Sari 

a) Bagaimana pe rlaksanaan pe rrlindurngan 

hurkurm yang dibe rrikan DP3A me rlaluri 

UrPT PPA terrhadap anak korban 

perne rlantaran? 
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 Wawancara ru rmursan masalah ke rdura, Bagaimana 

hambatan dalam pe rlaksanaan pe rrlindurngan hurkurm 

Dinas Pe rmberrdayaan Perre rmpuran dan Pe rrlindurngan 

Anak Kota Pe rkanbaru r terrhadap anak te rrlantar di Kota 

Perkanbaru r berrdasarkan Urndang-Urndang Nomor 35 

Tahu rn 2014 terntang Pe rrlindurngan Anak? 

 

 a. Wawancara Ibu r Ria Dina Srikadarini se rlakur 

kerpala U rnit Perlaksana Te rknis Perrlindurngan 

Perre rmpuran dan Anak Kota Perkanbaru r 

1) Apakah ada ke rndala yang te rrjadi saat 

perlaksanaan pe rrlindurngan hu rkurm terrhadap 

anak te rrlantar di DP3A merlaluri UrPT PPA 
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merlaluri UrPT PPA ini? 
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a) Apa ke rndala yang terrjadi dalam 

perlaksanaan pe rrlindurngan hurkurm yang 

dilakurkan pihak DP3A merlaluri UrPT PPA 
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